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Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Makassar

A. Wawancara ditujukan kepada Walikota Makassar

1. Bagaimanakah kebijakan yang dilakukan oleh Walikota Makassar
kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penertiban pedagang
kaki lima di Kota Makassar ?

2. Kendala, hambatan ataupun tantangan apa yang Bapak hadapi dalam
melaksanakan kebijakan-kebijakan khususnya dalam rangka
penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar ?

3. Sejauh mana pemberian kewenangan dari Bapak dalam hal
pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima diberikan kepada Camat
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang
Pembinaan Pedagang Kaki Lima?

4. Apakah Pemerintah Kota Makassar telah memberikan pemecahan

lanjut terkait dengan adanya penertiban pedagang kaki lima ?
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B. Wawancara ditujukan kepada Kepala Bidang Pengendalian
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota
Makassar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Makassar ?

2. Apakah kemampuan dalam hal sumber daya manusia anggota Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Makassar sudah memenuhi untuk
melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar ?

3. Tindakan apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar
apabila ada pedagang kaki lima melanggar ketentuan yang telah
ditetapkan ?

4. Bagaimana dengan biaya operasional dari Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Makassar, apakah sesuai dengan yang diharapkan ?

5. Apakah sarana dan prasarana sudah mendukung pelaksanaan tugas
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dalam melaksanakan
penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar ?

6. Apakah kekompakan dan keutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Makassar dalam penertiban pedagang kaki lima terlaksana di
lapangan ?

7. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Makassar dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di

Kota Makassar ?
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Wawancara ditujukan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS)

. Bagaimana prosedur penyidik dalam penertiban pedagang kaki lima di

Kota Makassar ?

Bagaimana bentuk koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Makassar dengan PPNS mengenai penertiban pedagang kaki
lima di Kota Makassar ?

Apa wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam
penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar ?

Apakah ada pelanggaran peraturan daerah, dalam hal ini pedagang
kaki lima yang kasusnya dilimpahkan ke lembaga peradilan ?

Apakah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melaporkan hasil

penyidikannya kepada Walikota ?

D. Wawancara ditujukan kepada Anggota Kepolisian

1.

Apakah selama ini pihak Kepolisian selalu dilibatkan dalam penertiban
pedagang kaki lima apabila ada yang melakukan tindakan kriminal ?
Sejauh mana keterlibatan pihak Kepolisian dalam penertiban

pedagang kaki lima ?



